
 

 

 

WALIKOTA AMBON 

PROVINSI  MALUKU 

 

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  

    NOMOR 1010 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN NON 

BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU KOTA AMBON 

WALIKOTA AMBON, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) 

Paraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelimpahan 

Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (RBA) dan Non 

Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu perlu menetapkan Keputusan Walikota  

tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 

(RBA) dan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan dengan 

Keputusan Walikota; 

 
Mengingat 

 
: 

 
1. 

 

Undang-Undang  Nomor  60  Tahun 1958 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun  

1957 tentang Pembentukan  Daerah – Daerah Swatantra 

Tingkat I I dalam wilayah Swatantra Daerah Tingkat I 

Maluku   (Lembaran   Negara Republik  Indonesia  Tahun 

1957 Nomor 80), sebagai Undang-undang. (Lembar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 1645); 

  2. Undang-Undang  Nomor  65  Tahun  2005  tentang 

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

 

 



 

 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Penjelasan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3699); 

  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4247); 

  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1955 tentang 

Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerh yang Berhak 

Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 

30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

809); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6617; 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618; 

  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2021 tentang kemudahan, perlindungan dan 

pembersayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan 

menengah; 

  13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 

  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Standar Pelayanan; 

 



  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 

tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; 

  17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Teknis Kota Ambon; 

  18 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 

  19 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 

321); 

  20. Peraturan Walikota Ambon Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

Cara Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan 

  21. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis 

Resiko (RBA) dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Ambon. 

 
Memperhatikan 

 

1. 

 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

2052/menkes/per/X/2011 tentang Ijin Praktik dan 

Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 

 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 81 

Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non 

Formal; 

 3. 

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 

Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak 

Usia Dini; 

   4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan 

Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 

 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan 

penelitian; dan 

 6. Peraturan Menteri Agaria Peraturan dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional  Nomor 15 
Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. 

 

MEMUTUSKAN : 

   

MENETAPKAN :  

KESATU  Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha 

Berbasis Resiko (RBA) Dan Non Berusaha pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Ambon sebagaimana terlampir dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. 

 



KEDUA : Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 

(RBA) Dan Non Berusaha sebagaimana dimaksud diktum 

KESATU meliputi pelayanan Administrasi Surat Izin dan 

Non Izin. 

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA 

wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan 

sebagai Acuan dalam penilaian Pekerja Pelayanan oleh 

Pimpinan/Penyelenggara, Aparat Pengawasan dan 

Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan 

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2023. 

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan 

Walikota Ambon Nomor 354 Tahun 2022 tentang Standar 

Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (RBA) dan 

Non Berusaha Pada Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan 

Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di Ambon 

pada tanggal 13 Maret 2024             

                                                                   PENJABAT WALIKOTA AMBON, 

 

 

                                                                 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA 


